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NOMOR : 44

LE:MBARAN DAERAH
KABUP ATEN KUT AI TIMUR

.' TAHUN2001--~- -- -------

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

.NOMOR 44 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASY ARAKA TAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 106 Undang-undang RI

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tabun 1999

Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka

dipandang perlu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur

Menindak lanj utinya.

h. bahwa sesuai dengan maksud huruf a diatas, dipandang perlu

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Kutai Timur.

1. Undang-undang RI Nomor 22 Tabun '1999 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Taboo 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 NomOI 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3848);
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3. Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);

Dengan Persetujuan

DEWANPERW~ANRAKYATDAERAH

KABUPA'J'E"T KUT· ....Tfi,r. ")
_ ... ....~ J. .t\J. 11viU.l'-

MEMUTUSKAN

Menetapkan 'PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMOR

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA

KEMASY ARAKA TAN DI DESA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewengan untuk mengatur dan

mengururs kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul danadat istiadat

setempat yang diakui dalam Sistim Pemerintahan Nasional dan berada di daerah

Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tabun 1999

Tentang Pemerintahan Daerah.

b. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Desa dan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomorr 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai

Desa.

c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
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d. Badan Perwakilan Desa adalah Balian Perwkilan dati warga Masyarakat yang

mempunyai tugas dan wewenang memilih Kepala Desa, memberikan persetujuan

Pemberhentian Kepala Desa dan bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan bersama Kepala Desa

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). ..

e. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk dan tumbuh dari masyarakat

Desa sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB IT

Bagian Pertama

TUJUAN DAN KEDUDUKAN LEJvffiAGA KEMASY ARAKA TAN

Pasal 2

1. Tujuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan untuk memberdayakan masyarakat

dalam pembangunan Desanya.

" 2. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaskud ayat 1 berkedudukan di Desa yang

dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan Desa yang yang ditetapkan dalam Peraturan

Desa.

3. Lembaga Kemasyarqkatan seabgaimana dimaksud ayat 2 tumbuh dari, oleh dan untuk

masyarakat yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa

dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 2 mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemberdayaan dan

pelaksanaan pembangunan Desa.

b. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong - royong

masyarakat dalam pembangunan Desa,

c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat

d. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

e. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat utnuk pembangunan .
•

•
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f Menanamkan pengertian dan kesadaran masyarakat agar menjaga kestabilan

pelaksanaan pembangunan Desa dan secara dini turut serta bersama-sama mengatasi

pennasalahan yang terjadi.

Pasal 4

Nama, susunan organisasi, tata kerja, wewenang dan kewajiban lembaga kemasyarakatan

tersebut diatur dalam peraturan pelaksanaan oleh Bupati.

Bagian Kedua

KEANGGOTAANPENGURUS

Pasal 5

1. pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang keanggotaannya dimusyawarahkan dan

dimufakatkan oleh Kepala Desa dengan pemuka-pernuka masyarakat di Desa ..

2. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 oleh Kepala Desa disampaikan

kepada Badan Perwakilan Desa untuk mendapatkan persetujan, kemudian ditetapkan

dalam peraturan Desa.

Pasal 6

•

1. yang dapat menjadi Anggota Lembaga Kemasyarakatan adalah warga Negara Republik

Indonesia yang:

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap berwibawa dan penuh pengabdian lepada

masyarakat.

d. Sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap di Desa tersebut.

e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun Desa.

f Bukan Perangkat Desa atau anggota Badan Perwakilan Desa.

2. Jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan sedikit-dikitnya 15 (lima betas) orang

dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggungjawab .
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b. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi.

c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan

d. Ketua seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksanaan yang jumlahnya

disesuaikan dengan kebutuhannya.

3. masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2

ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

berikutnya.

-

Pasal 7

Keanggotaan Pengurus berhenti I diberhentikan karena :

a. MeninggaJ Dunia.

b. Mengundurkan diri.

c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa lain.

d. Berakhir masa baktinya.

e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota pengurus.

f. Melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

TATAKERJA

Pasal 8

1. Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk berkewajiban membina hubungan kerjasama

dengan lembaga kemasyarakatan lain di Desa guna memberdayakan masyarakat dalam

pembangunan.

2. Dalam melaksanaktn tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan selalu

mengkoordinasikan dengan Kepala Desa sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan

Pembangunan Desa .

.~

..
~
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Pasal 9
'0

1. Dalam melaksanakan tugasnya anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan

megutamakan asas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip

keterpaduan, prioritas dan transparansi.

2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 :

a. Ketua bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

b. Sekretaris, Bendahara dan Ketua-ketua seksi bertanggung jawab kepada ketua.

BAB ill

TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS

Pasal 10

1. Ketua mempunyai tugas sebagai pimpinan dan penanggung jawab Lembaga

Kemasyarakatan untuk melaksanakan tugas tersebut, ketua mempunyai fungsi :

a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan.

b. Melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi dengan pemerintab Desa.

c. Membina Kader-kader pembangunan baik terhadap seksi-seksi maupun dati

masyarakat Desa.

2. Sekretaris mempunyai tugas membantu ° pimpinan dalam menyelenggarakan

°administrasi dan pelayanan, untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretaris mempunyai

fungsi:

a. Meyelenggarakan administrasi Surat-menyurat, kearsipan, pendataan dan
•penyusunan iaporan.

b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

c. Melaksanakan Tugas dan fungsi Ketua, apabila ketua sedang berhalangan.

3. Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, termasuk
.

benda-benda bergerak ° atau tidak bergerak dan penyimpanan uang, untuk melaksanakan

tugas tersebut, bendahara mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan pembukaan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan

uang.
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b. Mengadakan pencatatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan

yang dinilai dengan uang.

4. Ketua-ketua sekji mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan seksi

masing, dalam melaksanakan tugas, ketua-ketua seksi berfungsi :

a. Menyusun rencana pembangunan sesuai dengan rencana.

b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana.

c. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian

.masmg-

pelaksanaan pembangunan.

.d. Mengendalikan kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan

jenis kegiatan.

e. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan bidangnya masing-masing.

f. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksinya.

g. Mengadakan eval uasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

h. Menyusun Laporan secara berkala.

j. Memeberikan saran dan pendapat kepada ketua.

j. Menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh ketua.

Pasal 11

1. Kelompok-kelompok kerja dapat dibentuk berdasarkan pembagian wilayah atau jenis

kegiatan.

2. Pada setiap wilayah sesuai keperluan dapat dibentuk beberapa kelompok kerja.

3. Setiap kelompok kerja hanya melaksanakan jenis kegiatan seksi yang bersangkutan.

4 .. kelompok-kelompok kerja dikoordinasikan oleh seksi-seksi sesuai dengan bidang

tugasnya masing-masing seksi.

BAB IV

PEMBTNAAN

.- Pasal 12

1, Dalam rangka memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan, Dinas atau Instansi yang

memiliki progaram atau proyek di Desa dalam batas tertentu sesuai kemampuan dapat

diserahkan pelaksanaannya pada Desa.
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2. Bupati se1aku pembina Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa dalam

pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Camat di wilayah kerjanya masing-masing.

3. Carnat atas nama Bupati se1aku pembina mengadakan kerjasama dengan Instansi terkait

yang mempunyai kegiatan atau tugas pembangunan di Desa.

4. Kepala Desa selaku.pernbina langsung Lembaga Kemasyarakatan melaporkan hasilnya

kepada Badan Pewakilan Desa seabagai bahan pertanggung jawabannya setiap akhir

Tahun Anggaran.

. Pasal 13

1. Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan di Desa diperoleh dari :

a. Swadaya masyarakat baik berupa uang, barang maupun tenaga.

b. Bantuan Pemerintah Desa yangberasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja

Desa.

c. Bantuan lain yang syah dan tidak mengikat serta tidak betentangan dengan

peraturan Perundang-undangan yang berlalru.

2. Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh bendaharawan

Lembaga Kemasyarakatan yang di programkan dalam Anggaran Desa. .-.

BAB V

KETENTUANPERALrnAN

Pasal 14

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang

telah ada mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Desa tetap berlaku selama tidak:

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTlJP

Pasal 15

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan Peraturan Daerah

mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang bertentangan dengan Peraturan

Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

-

-
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2. Hal-bal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini

pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang

. .sepanjang mengenai

mengakuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta

Pada tanggal ,17 September"2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs.H.A WANG FAROEK ISB.AK,MM.Msi.

'....

Di undangkan di Sangattl

Pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH

KABUP TEN KUTAI TIMUR,

'Drs.R Y BASR'UN GAMAS Msc.
Pembina TK I

NIP.OIO 057 173

LE:MBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN2001 NOMOR44
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